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GENOSIDA ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Hesi Mu’minati HSY, Dr. M. Nur Islami, S.H. M.Hum.?

ABSTRAK

Dunia kembali menyaksikan tragedi pelanggaran hak asasi manusia yakni
konflik antara etnis minoritas Rohingya dengan etnis mayoritas Rakhine yang didukung
oleh Pemerintahan Myanmar. Konflik yang kembali memuncak di tahun 2012 hingga
sekarang ini telah menimbulkan banyak korban meninggal dan membuat ratusan ribu
orang Rohingya melakukan perjalanan laut yang berbahaya untuk mempertahankan
hidup ke negara-negara tetangga. Penelitian ini menganalisis apakah Pemerintah
Myanmar melakukan kejahatan genosida sesuai dalam hukum pidana internasional
karena konflik tersebut mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Di
sisi lain, perlunya peninjauan pandangan hukum Islam atas pelanggaran Hak Asasi
Manusia terhadap Etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam.

Penelitian yuridis normatif ini melibatkan studi pustaka kondisi Rohingya terkini
dan referensi terkait dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konsep. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah
data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Pengambilan kesimpulan berpedoman pada cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir
dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat umum, lalu diambil
kesimpulan secara khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan belum semua unsur kejahatan genosida
terpenuhi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya oleh
Pemerintahan Myanmar. Meski begitu Pemerintah Myanmar telah melanggar aturan
dalam hukum pidana internasional maupun hukum pidana Islam dan penyelesaian awal
yang dapat dilakukan yaitu secara diplomasi dengan Etnis Rohingya.

Kata kunci : Genosida, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Internasional, Hukum
Pidana Islam, Rohingya.
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PENDAHULUAN
Permasalahan diskriminasi yang
berlanjut cukup panjang akibat adanya
konflik antara etnis mayoritas (Arakan)
dengan etnis minoritas (Rohingya) di
Negara Bagian Rakhine yang dulu
dikenal dengan nama Arakan wilayah
barat Myanmar. Tak jarang perlakuan
diskriminatif tersebut melanggar Hak
Asasi Manusia (selanjutya disingkat
HAM) etnis minoritas dengan didukung
oleh Pemerintah Junta Militer Myanmar
seperti  penangkapan  tidak  sah,
pembunuhan massal, pengusiran paksa,
perlakuan sewenang-wenang, penyitaan
barang pribadi, pemerkosaan, kerja
paksa, pembatasan ruang gerak dan
lapangan Kkerja, larangan menjalankan
ajaran agama dan pelanggaran HAM
lainnya.®

Dalam  perkembangannya terdapat
perbuatan-perbuatan yang dilarang yang
kekuatan berlakunya tidak hanya
dipertahankan oleh kedaulatan suatu
negara tetapi juga dipertahankan oleh
masyarakat internasional. Perbuatan-
perbuatan  tersebut tidak  hanya
dipandang sebagai kejahatan terhadap

individu atau kejahatan terhadap suatu

% Irma Rismayati, Manusia Perahu Rohingya :
Tantangan Pegakuan HAM di Asean, Jurnal
Opinio Juris, Volume Nomor 01 Oktober 2009,
him. 17-18.

negara, namun lebih dari itu, kejahatan-
kejahatan tersebut dipandang sebagai
delicta jure gentium (kejahatan terhadap
masyarakat internasional).* Terlebih
kewajiban internasional untuk
melindungi, menjamin, dan memenuhi
HAM yang fundamental bersifat erga
omnes (berlaku untuk semua orang),
sehingga menjadikan hal tersebut
sebagai tanggung jawab seluruh negara
termasuk pemerintah Myanmar dapat
dianggap telah melakukan pelanggaran
kewajiban internasionalnya, khususnya
menyangkut HAM.®

Mengingat isu sumber persoalan konflik
yang terjadi di tanah Rakhine karena
adanya sensitifitas umat beragama
seperti yang terlihat di permukaan yakni
antara Etnis Rohingya yang menganut
agama Islam dengan Etnis Arakan yang
beragama Buddha, menarik untuk
diangkatnya Islam dalam aspek hukum
sebagai penanggulangan tragedi yang
terjadi. Islam sendiri tidak hanya
mengakui HAM tetapi juga melindungi
secara penuh pelanggaran HAM berat

seperti yang dilakukan oleh pemerintah

4 Eddy O.S. Hiariej, 2009, Pengantar Hukum
Pidana Internasional, Jakarta, Penerbit
Erlangga, him. 4-5.
5 Andrey Sujatmiko, 2015, Hukum HAM dan
Hukum Humaniter, Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada, him. 160.



Myanmar dalam melangsungkan aksi
genosida terhadap Etnis Rohingya.
Berdasarkan latar belakang dalam
uraian di atas penulis tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai situasi
genosida yang terjadi terhadap Etnis
Rohingya dengan menggunakan
pandangan hukum pidana internasional
dan hukum pidana Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian
yuridis  normatif  (normative legal
research), yaitu penelitian yang fokus
untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum
dari sisi normatifnya dengan kata lain
mengkaji  penerapan  norma-norma
dalam hukum positif, sebagai alat
menyelesaikan permasalahan hukum di
kehidupan masyarakat.®

Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan
(statute approach) karena aturan hukum
sebagai tema sentral penelitian ini yakni
menggunakan aturan hukum dalam
konvensi-konvensi internasional
maupun syariat Islam dan pendekatan
konsep (conceptual approach) vyaitu
dengan memahami pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin dalam

6 Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode
Penelitian Hukum Normatif, Malang, Penerbit
Bayumedia Publishing, him. 57.

ilmu hukum untuk membangun suatu
argumentasi hukum dalam memcahkan
isu yang diteliti.”

Kemudian diterapkan metode analisis
data terhadap data yang telah diperoleh
dengan menggunakan analisis kualitatif
yaitu dengan cara menguraikan data
yang telah  dikumpulkan secara
sistematis dengan menggunakan ukuran
kualitatif (tidak dapat diwujudkan
dengan angka-angka). Dari
pendeskripsian  kualitatif ~ tersebut
diperoleh pengertian atau pemahaman,
persamaan, dan  pendapat  serta
kesimpulan. Sedangkan dalam
pengambilan  kesimpulan, penyusun
berpedoman pada cara berfikir deduktif,
yaitu cara berfikir dalam mengambil
kesimpulan atas fakta-fakta yang
bersifat umum, lalu diambil kesimpulan
secara khusus pada permasalahan
konkret yang dihadapi.?
PEMBAHASAN

Konflik yang terjadi terhadap Etnis
Rohingya dapat diambil titik mulai pada
pertengahan tahun 1970. Saat itu
pemerintah  Myanmar mensyaratkan
seluruh warga negaranya memiliki

“National Registration Certificates”

" 1bid, him. 306.

8 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002,
Metodologi Penelitian, Bandung, Penerbit CV.
Mandar Maju, him. 23.



namun orang-orang Rohingya hanya
diberikan

Cards” dan sejak saat itu anak-anak

“Foreign Registration
Rohingya sulit untuk sekolah dan sulit
mencari pekerjaan.® Pada tahun 1978,
Amnesty Internasional mencatat
pelanggaran HAM terhadap Etnis
Rohingya di mana dilangsungkan
operasi Nagamin oleh junta militer yang
menyebabkan sekitar 200.000 orang
Rohingya mengungsi dengan
menempuh perjalanan berbahaya yang
beresiko tenggelam.°

Negara Myanmar bertentangan dengan
tugas dan kewajiban negara untuk
melindungi warga negaranya. Maka,
harus adanya pertanggungjawaban
dalam hukum internasional atas konflik
yang telah terjadi. Pertanggungjawaban
negara menurut hukum internasional
hanya timbul karena pelanggaran
hukum internasional.!

Etnis Rohingya sebagai kelompok
minoritas yang berhak mendapatkan
perlindungan  berdasarkan Pasal 2

Konvensi Kejahatan Genosida. Pada

® Andrey Sujatmiko, 2015, Op. Cit., him.
161.

10 Yordan Gunawan dan Gatot Priambodo,
Burma’s Rohingya Case in International Law
Perspective, Jurnal Media Hukum FH UMY,
VVolume 20 Nomor 1 Juni 2013, ISSN : 2503-
1023, him. 160.

11 Sugeng Istanto, 1998, Hukum Internasional,
Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya,
him. 78.

huruf (a) dibuktikan dengan ratusan
telah terbunuh karena korban berada
dalam  kelompok  minoritas ini,
meskipun korban tersebut dalam jumlah
yang lebih rendah daripada genosida
yang terjadi pada Holocaust Yahudi
maupun Bosnia. Huruf (b) tentang
kerusakan mental atau fisik secara
serius ditunjukan dengan pertumpahan
darah kelompok korban. Lebih lanjut,
kondisi yang tidak manusiawi di kamp-
kamp pengungsian terbatas yang dihuni
140.000  orang

memenuhi  huruf (c) yang secara

Rohingya  dapat

disengaja membawa kondisi kehidupan
korban dapat diperhitungkan menuju
kehancuran fisik secara keseluruhan
atau sebagian.

Lembaga internasional yang berwenang
untuk menangani persoalan adalah
Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Jurisdiksi Mahkamah terbatas pada
kejahatan paling serius yang
menyangkut masyarakat internasional
Mahkamah

mempunyai jurisdiksi sesuai dengan

secara keseluruhan.

Statuta berkenaan dengan kejahatan-
berikut: ()
genosida; (b) Kejahatan terhadap

kejahatan Kejahatan



kemanusiaan; (c) Kejahatan perang; (d)
Kejahatan agresi.*?

Adanya ketakutan Etnis Arakan pada
Muslim Rohingya seakan-akan sumbu
kebencian sengaja dipasang oleh oknum
pembenci Islam. Sumbu-sumbu tersebut
yang menyebabkan muncul konflik
agama sebagai salah satu penyebab
penderitaan Muslim Rohingya hingga
sekarang. Konflik agama mempunyai
arti bahwa konflik tersebut
menempatkan agama sebagai pusat
ketidakcocokan dan orang-orang di
dalam konflik menganut agama yang
berbeda

identitas yang berbeda.’® Prasangka-

sehingga menimbulkan
prasangka buruk terhadap Islam sendiri
disebabkan oleh kelirunya penerapan
syariat oleh penganutnya.

Jika Islam mengatur mengenai hukuman
untuk  seorang  pembunuh  yang
menghilangkan nyawa seorang korban
maka sama halnya hukuman dalam
pembunuhan yang disebutkan dalam
definisi genosida dilihat dari perbuatan-
perbuatan apa yang dilangsungkan pada
masa genosida, hanya saja pembunuhan

dilakukan bukan hanya pada seorang

12 Statuta Roma  Mahkamah  Pidana
Internasional Tahun 1998 Pasal 5

13 Shandy Nur Ikfal, Peran Identias Agama
dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun
2012-2013, Jurnal Kajian Wilayah, Volume 6
Nomor 1, 2015, him. 37.

korban saja. Akan tidak adanya keadilan
ketika suatu bangsa terbunuh dan orang-
orang yang bersalah dapat dibebaskan.
Surah Al Maidah ayat 32 tentang
kejahatan pada kasus konflik di Rakhine
yang dilarang yaitu :

A0 050 8 e S 3 3T e
G 3 ol Ry LE 08
(s Gaen G J8 WG Y
My s Sl AT &G B
3 1558 ) & iy uil) adels
Crsh el N Sl 35

Artinya : Oleh kare;la itu Kami tetapkan
(suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa:
barangsiapa yang membunuh seorang
manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau bukan
karena membuat kerusakan dimuka
bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh manusia seluruhnya. Dan
barangsiapa yang memelihara
kehidupan seorang manusia, maka
seolah-olah dia telah memelihara
kehidupan manusia semuanya. Dan
sesungguhnya telah datang kepada
mereka rasul-rasul Kami dengan
(membawa) keterangan-keterangan
yang jelas, kemudian banyak diantara
mereka sesudah itu sungguh-sungguh
melampaui  batas dalam  berbuat

kerusakan dimuka bumi.*

14 Q.S. Al Maidah ayat 32



KESIMPULAN
1. Penyelesaian  pelanggaran  Hak

Asasi Manusia yang terjadi terhadap
Etnis Rohingya belum memenubhi
semua unsur kejahatan genosida
yakni  unsur  tindakan  untuk
mencegah kelahiran penduduk Etnis
Rohingya dalam huruf (d) Pasal 2
Konvensi tentang Pencegahan dan
Penghukuman Kejahatan Genosida
tahun 1948. Namun, jika konflik
terus berlanjut, dan semua unsur
kejahatan genosida terpenuhi, tidak
menutup kemungkinan Pemerintah
Myanmar dapat dinyatakan sebagai
pelaku kejahatan genosida.
Penyelesaian  konflik  tersebut
berdasarkan pada Pasal 33 Piagam
PBB bahwa Etnis Rohingya dan
Pemerintah Myanmar dapat
menyelesaikan permasalahan yang
terjadi dengan menggunakan
diplomasi terlebih dahulu. Apabila
cara tersebut tidak berhasil, Dewan
Keamanan PBB dapat mengajukan
penyelesaian kasus yang terjadi ke
Mahkamah Pidana Internasional.
Hingga kini PBB mengecam keras
kepada pemerintah Myanmar untuk
segera mengakhiri kekerasan yang
terjadi, namun hal tersebut tidak

ditanggapi dengan  baik  oleh

pemerintah Myanmar dan hingga
saat ini masih belum ada upaya
penyelesaian;

Hukum pidana Islam mengatur
tentang perbuatan menghilangkan
jiwa, menghilangkan anggota badan,
melukai ~ fisik  maupun  mental
anggota kelompok seluruh maupun
sebagian, perusakan harta,
perampasan tempat tinggal dan lain-
lain beserta sanksinya dalam Al-
quran di mana sanksi yang diberikan
adalah qgishash sebagai hukuman
terberat. Namun, pada akhirnya
pelanggaran yang terjadi pada Etnis
Rohingya terbentur dengan tidak
dapat dalam penerapan hukum
pidana Islam tersebut dikarenakan
Negara Myanmar bukan negara

berdasarkan hukum Islam.

SARAN
1. Mendorong PBB untuk mendesak

Pemerintah Myanmar agar lebih
membuka akses secara penuh
terhadap informasi maupun bantuan
internasional bagi Etnis Rohingya
dan terus melakukan investigasi
secara mendalam atas kasus-kasus
pelanggaran yang terjadi pada Etnis
Rohingya agar adanya penerapan
hukum yang tepat terhadap
pelanggaran yang telah terjadi;



2.

Mendorong Pemerintah Myanmar
agar segera menyelesaikan konflik
secara diplomasi dan memberikan
status

kewarganegaraan  kepada

Etnis Rohingya serta melakukan

rekonsiliasi antara warga Etnis
Rohingya dengan keadaan di
Myanmar.
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